
Buhalidumedang
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANGNown 0&ep.9-DPPK AD2011
anpiran (sanu)berkas

TENTANG

NUNJUKAN UNIT AKUNTANSI PEMMB ANTU PENGGUNA ANGGARANBARANGWAYAH DAN KOORDINATOR UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN WILAYAH DAN UNIT AKUNTANSI PENMBANTU PENGGUNA BARANGWILAYAR TUGASPEMBANTIUAN DIKABUPTEN SUMEDAN

TARUN ANGGARAN 2011

BUPATI SUMEDANG

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pasal 31 dan Pasal 33

Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 156PMK.07/2008 tentang

Pengelolaandana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantruan sebagaimana
elah diubah iengan Peraturan enten
4SPMK07/2010 tentang Prubahan atas Peraturan Mentert
Keuangan Nonor 1S6 PMK.07/2008 dalam rangka memudahkan

Laporan keuangan Dana Tugas Pembantuan di tingkat wilayah,Bupati
dagat

Anggaran Rarang Wilayah (UAPPAB-W)Tugas pembantuan
dan

menugaskan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah Kabupaten

sehagai Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembant Pengguna

Barang Wilayah (UAPPB-W) dari Dana Tugas Pembantuan dan
Urusan Bersama, untuk ita maka perhu menunjuk UAPPAB-Wdan

Koorntinator UAPPA-W dan UAPPB-W Tugas Pembantuan

Menimbarng

Keuangan Nomor

nembentuk Uinit Akuntansi Pembantu Pengguna

sehagaimana dimaksud dalam

maka perlu menctapkan keputusan Bupati tentang

Pemunjukan Uinit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang

Wilayah dan Koordinaor Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran Wilayah dan Uinit Akuntansi
Peimbantu Pengguna Barang

Wilayah Tugas Pembantuan di Kabupatem Sumeiang Tahun

bahwa erdasarkan pertimbangan
huraf a

Anggaran 2011;

Uindang-ndang Nomor 14 Tahun 19S0 tentang Pembentukan

Dacrah-Dacrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi DjawaBarat

(Berita Negara Republik �donesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Uxdang-U ndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Parwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Uindang Nooe 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaien Dalamm Lingkungan Propins

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Mengingat

285)



2.
Undang-UndangNomor 28tahun 1999 tentang

Penyelenggan me:yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi d r 75Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NOTambahan

Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5851)

gara

Undang-UndangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4,Tambahan
Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor4280
undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan egara

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ,TambahanLembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 435),

5.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
engelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4400):

6.
Undang-UndangNomor 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-UndangNomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9,
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

9

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4592);

10.

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan11. Peraturan Pemerintah

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816%



13. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 13 Tahun 2000
entang

diho 1an Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nege teri21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas ra noelolaanDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanFeng
KeuanganDaerah;

14.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentan
Sistem Akunantsi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana
telah diubah

dengan Peraturan
248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pengelolaan dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Menteri Keuangan
Nomor
Menteri

l6.
Peraturan Daerah Kabupaten SumedangNomor 5 Tahun2008 tentang

ata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten SumedangTahun2008 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten SumedangNomor 7Tahun2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

Kabupaten SumedangTahun2008 Nomor7)
18 Peraturan Daerah Kabupaten SumedangNomor 8Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

(Lembaran Daerah Kabupaten SumedangTahun2010Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten SumedangNomor2Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

(LembaranDaerah Kabupaten SumedangTahun2011Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Standar

Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010

Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

SumedangNomor 74 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Standar Biaya dan

Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran

2011Berita Daerah Kabupaten SumedangTahun 2010Nomor 74);

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 78 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran
2011 (Berita Daerah Tahun 2010Nomor78);

22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor4Tahun 2011 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 41

scbagaimana telah diubah untuk ketiga kali dengan Peraturan Bupati

Sumedang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Bupati SumedangNomor4Tahun2011 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

(BeritaDaerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 40):



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menunjuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang
ah

KESATU
dan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran W1aya
dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah1uea
Pembantuan di KabupatenSumedang Tahun Anggarag2011 dengandaa
serta

tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Tugas Pokok UAPPA/B-W dan Koordinator UAPPA-W dan UAPPB-W

Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu

melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan dan LaporanBaráng

dandisampaikankepada

KEDUA

a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan dan Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jendral KckayaanNegarasetiap semester,

b. Direktur Jendral Perimbangan Keuagan setiap Triwulan dan setiapP

berakhirnya Tahun Anggaran.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankankepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
KETIGA

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal Januari 2011

BUPATSUMEDANG

DON MURDONO

E D

SALINAN

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang;

2. Yth. Wakil Bupati Sumedangs

3. Yth.Kepala
Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal
Perbendaharaan di Bandung;

Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Sumedang,

Tth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten SumedangTerkait.

UM



NKEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
900/Kep.19DPPKAD/20113Januari 2011

AMPIRAN
KEP
Nomor

Tanggal

Tentang

ANGGAR AN NT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
UNIT AKIARANG WILAYAH DAN KOORDINATORUNIT

AKUNTANSI PEMBANTU PENGGU PENGGUNAwLAYAH DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENG
BARANG WILAYAH TUGAS PEMBANTUAN DI KABUSUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

AN

DAFTAR KOORDINATOR DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B W)

a. Koordinator

Pembantu Pengguna Anggaran/
Barang Wilayah (UAPPA/B W)

Unit Akuntansi Kepala PengelolaanDinas Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sumedang

b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah (UAPPA/B W)

SumberTugas

Pembantuan
Kementerian

No. Penerima Tugas Pembantuan Kode Tugas

Pembantuan
Tanaman Wilayah 018-031. Kepala Dinas Pertanian

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Wilayah018-04
Sumedang

Kepala

Perkebunan Kabupaten Sumedang
3. Kepala Badan Ketahanan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Sumedang
Kepala Dinas Pendidikan

Sumedang

Pertanian

dan Wilayah 018-05
Wilayah 018-08

Pangan Wilayah 018-11

Dinas Kehutanan

Kementerian Kabupaten|Wilayah 02305
Pendidikan

Nasional

Kementerian3. 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah 026 04
Balai Latihan Kerja pada Dinas SosialTenaga Kerja dan

Transmigrasi Tenaga

Sumedang
2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sumedang

dan Kerja Kabupaten

Wilayah 026 13

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Wilayah032-06
Wilayah 03204

Kementerian

Kehutanan dan KabupatenSumedang

Perikanan

KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah 01005
Kabupaten

5. Kementerian
Pemerintahan Desa

Negeri dan
(urusan Bersama) Sumedang

Dalam

TUGAS DAN FUNGSI KoORDINATOR DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B W

a.
Tugas Fungsi Koordinator Unit Akuntansi Pembantu PenggunaDan

Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B W)
1. melakukan proses penggabungan laporan

keuangan yang berasal dari Unit

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA W) tugas

pembantuan di wilayah kerjanya;

menyusun laporan keuangan
dana tugas pembantuan berdasarkan hasi



menyampaikan laporan
keuangan dana tugas pembantuan

eWilayahDirektorat
Jenderal

Perbendaharaan setiapsemester,melakukan proses
penggabungan laporan barang yang berasal nAkuntansi Pembantu
PenggunaBarang Wilayah (UAPPB W) tugaspe

di wilayah kerjanya;

menyampaikan laporan gabunganbarang vang berasal dari tugas pemdalam
bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik kepacda pKantor Wilayah Direktorat Jenderal KekayaanNegara setiap semesiC

gan dana tugas pembantuan kepada
Kantor

Unit

tuan

menyusun laporan keuangan tahunan gabungan atas pelaksanudekonsentrasi adan/atau dana
tugas pembantuan

6.
dana

Tugas Dan Fungsi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang W1aya(UAPPA/BW
1

melakukanproses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UnitAkuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran/Barang

tugas pembantuandi wilayah kerjanya;
menyusun laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B W)tugas pembantuan berdasarkan has�

penggabunganlaporan keuangan sebagaimana dimaksud padaangka1;
menyampaikan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran/Barang
Data Komputer (ADK) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan;
melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka2
dengan Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan setiap bulan;

menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca tingkat Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna

pembantuan
beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E) dan Koordinator Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B W
tugas pembantuansetiap bulan;

Wilayah (UAPPA/B W)

2

Wilayah (UAPPA/B-W) tugas pembantuan beserta Arsip

5.

Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) tugas

menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), neraca dan disertai dengan catatan atas laporan

keuangan
1.

6.

menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah (DBPP -W), Laporan

Barang Pembantu Pengguna Wilayah
Semesteran (LBPP -WS), laporan

Barang Pembantu PenggunaWilayah Tahunan (LBPP -WT), dan daftar/laporan

manajerial lainnya tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan laporan

Barang Milik Negara(BMN) seluruh Unit Akuntansi Kuasa PenggunaAnggaran

(UAKPA) di wilayah kerjanya;

melakukan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester;

9. melakukan rekonsiliasi internal dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran Wilayah(UAPPA
-W);

10. menyampaikan laporan gabungan barang dalam bentuk dokumen resmi dan

disertai dengan data elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Kekayaan Negarasetiap semester.

PA
BÚPATI SUMEDANG

EDDON MURDONOoUN


